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Fokus masalah penelitian ini adalah bagaimana PDI-Perjuangan melakukan 
rekrutmen kader partai untuk terlibat dalam PILKADA di Kolaka Utara, dalam 
pentapan calon bupati terjadi konflik internal antara kader dengan partai sehingga 
sikap PDI-Perjuangan dalam mengambil keputusan tentang calonnya sendiri masih di 
lakukan dengan terbuka dengan melihat dinamika politik dimasyarakat, dengan 
mencari kader – kader yang mempunyai potensi untuk masuk struktural partai. 
Tujuan dari penelitian bagaimana Strategi politik PDI-Perjuangan dalam PILKADA 
sebagai partai penguasa. 
Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif di mana peneliti 
menggutakan pendekatan dengan wawancara, obeservasi, dekomentasi. Kajian ini 
menggunakan teori partai politik dan oligarki dalam bentuk konteks organisasi 
strukturan yanng diatur dalam hukum tata negara. Sebagaimana fungsi partai politik 
sebagai agen sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengelola konflik, komunikasi 
politik, dan partisipasi politik. Pengambilan data dilakukan dengan cara studi 
pustaka dan studi lapangan.  
Studi kasus PDI-Perjuangan di Kabupaten Kolaka Utara menunjukkan bahwa 
merekrut cabup – wabup dari kader partai sendiri gagal sehingga yang menjadi pintu 
PDI-Perjuangan yaitu non-kader yang diseleksi dengan survey langsung terhadap 
masyarakat Kolaka Utara sehingga perolehan suara pada pemilu 15 februari 2017 di 
kolaka utara dengan perolehan suara sebesar 34 persen    
Implikasi dari penelitian ini adalah 1) secara teoritis rekrutmen calon bupati 
masih terkesan oligarki sehingga partai tidak mampu menampilkan figur yang 
mempunyai potensi tapi menampilkan figur yang popularitas, 2) masyarakat dapat 
melihat bahwa dalam rekrutmen partai, kader harus dituntut benar bagaima dia 
menunjukka loyalitas dan subansinya terhadap PDI-Perjuangan dengan adanya sistem 
demokrasi Dari Rakyat Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat dapat membuka ruang bagi 
siapa saja untuk dipilih dan memilih sesuai dengan hati nuraninya. 3.) masyarakat 
bisa menjadi kader partai dengan potensi yang dimilikinya. 
 





A. Latar Belakang  
Pasca dikeluarkan maklumat pemerintah yang ditanda-tangani oleh Hatta 
pada 3 Oktober Dan 1 November 1945 perihal pendirian partai-partai politik, telah 
direspon oleh banyak masyarakat dengan berdirinya sejumlah partai politik pada 
tahun itu juga. Berbagai motif dan kepentingan menyertai para elite dalam 




Banyak partai politik yang berdiri dengan dasar memperjuangkan hak-hak 
masyarakat baik yang mengatas namakan ideologi agama,budaya,sosialis, dan 
nasionalis.Menurut antonio gramsci, ideologi lebih dari sekedar sistem ide. Bagi 
gramsci, ideologi secara historis memiliki keabsahan yang bersifat psikologis. 
Artinya ideologi ‗mengatur manusia‘ manusia dan memberikan tempat bagi manusia 
untuk bergerak, mendapatkan kesadaran akan posisi mereka, perjuangan dan 
sebagainya.
2
 Karena arus ideologilah Sehingga lahirlah partai-partai baik dari masa 
orde lama,orde baru,reformasi,dan sampai saat ini yang masih diakui keberdaannya 
dan memilki peran penting dalam menentukan calon dalam meperebutkan kekuasaan 
yang diatur dalam pasal 18 ayat 4 perubahan kedua 1945 menegaskan: ―gubernur, 
                                                             
1
Syarifuddin Jurdi, Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia Kontestasi Ideologi Dan 
Kepentingan (Yogyakarta:Gramasurya), h. 123 
2
Nur Sayyid Santoso Kristeva, Sejarah Ideology Dunia Kapitalisme, Sosialisme, 
Komunisme,Fasisme, Anarkisme, Anarkisme-Marxisme, dan Konserfatisme, (Yogyakarta:2015). h. 73 
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bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, 
kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis‖. Dalam kosiderans huruf d undang – 
undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik disebutkan bahwamerupakan 
sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi 
untuk menjunjung tinggi kebabasan yang bertanggung jawab.
3
 
keberadaan dan kinerjanya merupakan ukuran mutlak bagaimana demokrasi 
berkembang dari suatu negara.Meskipun ia bukan merupakan pelaksanaan dari suatu 
pemerintahan, namun keberadaannya akan mempengaruhi bagaimana dan ke arah 
mana pelaksanaan pemerintahan di jalankan. Dalam negara demokrasi partai politik 
merupakan sarana pintu masyarkaat untuk terlibat dalam rana pemerintahan baik 
yang mewakili maupun yang diwakili. 
Salah satu terwujudnya demokrasi adalah adanya partai politik yang 
berfungsi maksimal dan efektif sebagai wadah anspirasi politik masyarakat dan 
sebagai media untuk melakukan bargainingkebijakan dengan negara (pemerintah) . 
Partai PDI-Pmerupakan partai besar di indonesia dan memiliki sejarah Pada 
indonesia dan mampu mempengaruhi dinamika poltik di Indonesia setelah 
tumbangnya masa orde baru ke reformasi, dalam hal ini PDI-P pernah jadi bagian 
dari PDI dimasa orde baru dimana PDI pada saat itu merupakan partai pejuang 
bersama PPP yang melawan partai penguasa yaitu golkar. PDI sendiri tidak 
                                                             
3
Rully Chairul Azwar.Pengembangan SDM Partai Politik: Rekrutmen Dan Kaderisasi Di 
Partai Golkar. Pokok-Pokok Disampaiakn Pada Seminar Nasional Pembaharuan Partai Politik‖ Yang 
Diselenggarakan Oleh Puskapol Fisip UI,Jakarta 18 September 2008.Http://Parlement.Net. Update 
Pukul 08.00 Tanggal 27 Juni 2016 . h. 1 Update: Pukul 08.00 27 Juni 2016 
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mengiginkan PDI-Perjuangan hadir tapi tak bisa dihindarkan karna ada pepecahan 
dan masalah di internal partai PDI sehingga lahirlah partaai PDI-perjuangan 10 
januari 1999. 
Setelah dibukanya keran demokrasi pada masa pemerintahan Presiden 
Habibie, untuk menyongsong Pemilu 1999, PDI-P didirikan. Dalam Pemilu ini, PDI-
P menduduki peringkat pertama untuk suara DPR dengan memperoleh 151 kursi. 
Walaupun demikian, PDI-P gagal mengusung Megawati ke kursi kepresidenan, 
karena kalah voting dalam Sidang Umum MPR1999 dari Abdurrahman Wahid, dan 
oleh karenanya Megawati menduduki kursi wakil presiden. Setelah Abdurrahman 
Wahid turun dari jabatan presiden pada tahun 2001, PDI-P berhasil menempatkan 
Megawati ke kursi presiden. 
Pilkada langsung sendiri di indonesia sendiri dilaksanakan sejak juni 2005. 
Pilkada langsung tersebut sebelumnya didahului keberhasilan pelaksanaan pemilihan 
prisiden dan wakil presiden tahun 2004. Penyelenggaraan pilkada langsung 
dintrodusir di dalam undang-undang hasil revisi atas (UU) no.32 tahun 2004 tentang 
pemerintahan daerah yang merupakan UU hasil revisi atas UU no.22 tahun 1999 
mengenai substansi yang sama.
4
 Semangat yang muncul dari pilkada langsung 
diantaraanya adalah untuk mengembalikan hak-hak politik rakyat yang selama ini 
                                                             
4
Syamsuddin Haris, ―Kebijakan Dan Strategi Pilkada Peluang Dan Tantangan Menuju 
Konsilidasi Demokrasi‖, Dalam Djoeharmansyah Djohan Dan Made Suwandi (Ed), Pilkada Langsung: 
Pemikiran Dan Peraturan, (Jakarta: Iip Press, 2012), h.57 
 4 
 
dilakukan hanya hanya melakukan perwakilan mereka di DPRD. Pelaksanaan pilkada 
secara langsung juga sebagai upaya memperbaiki kehidupan demokrasi. 
Dalam rangka itu pilkada langsung juga sebagai ajang bagi daerah untuk 




Fungsi partai politik di negara demokrasi salah satunya yaitu sebagai sarana 
rekrutmen politik, fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, 
baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. 
Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, 
karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat mempunyai kesempatan lebih 
besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai 
pdi-perjuangan tidak akan sulit menetukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai 
peluang untuk mengajukan calon untuk masuk kebursa pemimpin nasional
6
. 














                                                             
5
SitiAminah, Kuasa Negara Pada Ranah Politik Local, (Prenada Media Grup Kencana, 
2014), h.72 
6
Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta:Pustaka Utama), h. 408 
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Terjemahannya :  
Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia 
meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa 
derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. 
Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
7
 
Ayat diatas menegaskan dan mempringati kepada orang-orang yang di 
berikan mandat dapat memperluas akses mayarakat untuk mempengaruhi proses 
pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Artinya, masyarakat 
berkesempatan terlibat mempengaruhi kebijakan publik yang dilakukan kepala daerah 
sebagaimana janjinya saat kampanye dan ikut pula mengawasi kepala daerah jika 
menyalahgunakan kekuasaan sehingga proses ini dapat memaksa kepala daerah untuk 
tetap memperhatikan anspirasi rakyat.
8
 
konteks tersebut, yang didukung pula banyak literatur ilmu poliik, disepakati 
bahwa kualitas demokrasi amat ditentukan oleh berkualitas atau tidaknya proses 
reirutmen para wakil dan pimpinan-pimpinan rakyat, demokrasi ditingkat lokal akan 
                                                             
7
Al-Qur‘an Terjamahan, Jakarta: Departernen Agama RI, 1989 
8
 Ridho Iwafan Munafi, Pemilihan Langsung Kepala Daerah Di Indnesia Beberapa Catatan 








Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 kali ini, PDI-P berhasil meraih 
peringkat pertama dan mendapatkan perolehan suara sebanyak 18.95% dan perolehan 
kursi DPR sebanyak 109 kursi. PDI-P bersama dengan Partai NasDem, Partai 
Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 
dalam Pemilihan Presiden 2014 kali ini mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko 
Widodo dan mantan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla sebagai pasangan calon presiden 
dan calon wakil presiden. 
Bagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisaa‘ ayat 59 
                       
                            
    
Terjemahannya: 
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
                                                             
9
Leo Agustino, Pilkada Dan Dinamika, (Jogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), h.9 
 7 
 




Rasulullah yang pernah berkata yang didengarkan oleh Ma‘qil Bi Yazar Bin 
Musanni dalam hadis Sahih Muslim 
   
:ُلُوَقي َنَّلَسَو ِهَْيلَع ُالله ىَّلَص ِالله َلوُسَر ُثْعِوَس :َلَاق َِّينَزُوْلا ٍراََسي َنْب َِلقْعَه نع  ْنِه اَه
 َُوهَو ُتوَُوي َمَْوي ُتوَُوي ًةَّيِعَر ُالله ِهيِعَْرتَْسي ٍدْبَع.َةَّنَجْلا ِهَْيلَع ُالله َم َّرَح َِّلاإ ِهِتَّيِعَِرل ٌّشاَغ  
Artinya: 
Dari Ma‘qil bin Yasar Al Muzanni berkata: Sesungguhnya saya pernah 
mendengar Rasulullah saw bersabda:Tidaklah seorang pemimpin yang Allah 
serahi untuk memimpin rakyatnya, ketika meninggal dalam keadaan menipu 
rakyatnya, melainkan Allah akan mengharamkan surga untuknya.(Sahih 
Muslim, hadis no. 3409 dan 3410) 
Partai politik  PDI-P dikolaka utara sendiri dalam mengusung calon kepala 
daerah pilkada 2017 dalam menghadirkan pemimpin yang kualitas dari kader belum 
maksimal ,karena dalam pentuan pintu PDI-P sendiri pada akhirnya menempatkan 
Bobby Alimuddin-Maksum Ramli padalahal kader PDI-P ulfah haeruddin PDI-P 
sempat diusung oleh partainya. 
Yang kerap terjadi di internal partai itu adanya oligarki yang hanya 
mementingkan kepentingan segelintinya saja, terkaang kualitas kader di nomor 
duakan kebanyakan partai menentukan calon kepala daerah dari popularitas hal ini 
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Al-Qur‘an Terjamahan, Jakarta: Departernen Agama RI, 1989 
 8 
 
dilihat yang sering terjadi partai hanya mengusung dari birokrasi, inilah yang terjadi 
di Kolaka Utara     
Hal ini menjadi bahan riset yang menarik untuk saya diteliti karena bagaima 
dinamika politik kolaka utara itu selama PDI-P menjadi partai penguasa di negara ini 
bisa mencontohi demokrat yang suksess memenangkan dua periode dikolaka utara 
pada saat dia menjadi partai penguasa. 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis merasa 
tertarik untuk mengangkat masalah tersebut sebagai penyusunan karya ilmiah dalam 
bentuk skripsi yang berjudul ―Pola Rekrutmen Calon Bupati Partai  PDI-P Pada 
Pilkada 2017 Di Kabupaten Kolaka Utara‖. 
B. Rumusan Masalah  
1. Bagaimana PDI-Perjuangan menetapkan nonkader dan kader CABUP dan 
WABUP pada PILKADA kolaka utara ? 
2.   Bagaimana PDI-Perjuangan Menyelasaikan fokus masalah Dalam 
Mengusung Calon Bupati Antara Kader Dan Non Kader ? 
 C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan yang ingian di capai dari penelitian ini tentunya tidak akan 
menyimpang dari apa yang di permasalahkan sehingga tujuannya sebagai berikut: 
1. Bagaimana Pola Rekrutmen Dan Penetapan Bakal Calon Bupati dan 
WABUP  pada PILKADA Kolaka Utara ? 
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2. Bagaimana PDI-Perjuangan Merespon Dinamika Internal Partai Dalam 
Penentuan Calon Bupati Dan Wabup Antara Kader Dan Non Kader ? 
Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut: 
1. Penelitian ini diharapkan agar supaya masyarakat tahu bagaimana 
pola rekrutmen PDI-P dalam mengusung calon bupati dan 
Bagaimana PDI-P Meminimalisir Konflik Internal Dalam 
Mengusung Calon Bupati Antara Kader Dan Non-Kader . 
2. Penelitian ini di harapkan dapat sebagai bahan acuan, 
kepustakaan, dan bahan referensi bagi mereka yang berminat 
pada kajian-kajian politik dan rekrutmen partai  dalam Pilkada. 
D. Manfaat Penelitian 
Tercapainya tujuan yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan mamfaat yang mencakup pada kepentingan-kepentingan 
diantaranya : 
1. Manfaat Akademik  
a. Diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat berkonstribusi 
di dalam menambah nuansa pada literatur-literatur ilmu sosial 
pada umumnya dan ilmu politik pada khususnya terutama terkait 
dengan pembahasan mengenai rekrutmen kader dalam partai 
politik dan cara mencapai kekuasaan 
b. Diharapkan dapat menjadi literatur yang membantu peneliti 
berikutnya yang juga akan meniliti seputar informasi tentang pola 
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rekrutmen partai PDI-P dalam pilkada 2017 Di Kabupaten 
Kolaka Utara. 
2. Manfaat Praktis 
a. Penelitian ini diharapkan dapa memberikan sumbangsih yang 
bernilai dalam masyarakat dan menjadi bahan untuk memahami 
akar besar dalam berproses dipartai dan mengambil bagian 
penting dalam percaturan politik di indonesia. Dan juga menjadi 
bahan refrensi penting dalam meliat pola hubungan antara yang 
dikuasai dan berkuasa dalam partai. 
b. dan juga menjadi bahan pendidikan moral sekaligus contoh 
panutan bagi partai lain dalam hal kekompakkan dan kerjasama 
dalam memberikan kualitas-kualitas pemimipin yang mencapai 



















BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Karya Terdahulu 
Tinjauan pustaka memuat hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan 
penelitian ini yang dimaksud, dengan tujuan untuk menghindari duplikasi disamping 
itu menunjukkan bahwa objek yang diteliti yaitu pola rekrutmen PDI-P menetapkan 
kader dan non-kader CABUP dan WABUP pada PILKADA Kolaka Utara dalam 
penetapan ini terjadinya oligarki masih jarang kita jumpai. Tinjauan pustaka 




Studi terhadap partai politik dan oligark sudah banyak diterbitkan namun 
sampai saat ini belum ada yang membahas tentang partai politik yang oligarki dalam 
PILKADA berlansung di Sulawesi Tenggara khususnya di Kolaka Utara yang 
merupakan daerah otonom baru. Selain itu belum dijumpai karya ilmiah yang 
                                                             
11 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV.Alvabeta, 2008), hal.8. 
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membahas tentang Pola Rekrutmen PDI-P Dalam Pilkada 2017 Di Kolaka Utara. 
Adapun beberapa referensi dan karya ilmiah yang berkaitan dan mendukung 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Wengky Saputra skripsi yang berjudul POLA REKRUTMEN PARTAI 
POLITIK(Studi: Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Dalam 
Menetapkan Caleg Pada Pemilu Legislatif 2009 Di Kabupaten Agam) Pola 
merupakan corak, model, system, cara kerja, bentuk (struktur yang tetap dan 
rencana). Pola rekrutmen adalah konstansi berbagai praktek rekrutmen oleh partai 
politik. Sungguhpun pada dasarnya setiap partai harus berprinsip untuk terbuka 
bagi kelompok sosial manapun, namun pada level parktis. Kerapkali sulit dihindari 
bahwa tiap kecenderungan tipe partai menstrukturkan perbedaan dalam menatap 
konsep rekrutmen yang dianggap ideal bagi partainya.  
Rekrutmen diartikan sebagai seleksi sebagai seleksi pemilihan atau seleksi 
seseorang untuk menjadi Caleg sesuai dengan kriteria dan syarat yang telah 
ditetapkan oleh partai. Fungsi rekrutmen sangat penting karena merupakan kelanjutan 
dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Cara yang ideal untuk 
melakukan rekrutmen adalah digunakannya penilaian terhadap kemampuan seseorang 
sebagai tolak ukur utama dalam rekrutmen. 
2. Halili Skripsi Yang Berjudul: POLA REKRUTMEN POLITIK PADA PARTAI 
POLITIK DI INDONESIA (Studi terhadap Tujuh Partai Politik Peserta Pemilu 
2004). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola yang digunakan partai 
politik besar di Indonesia dalam merekrut anggota, personel jabatan internal partai, 
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dan seleksi kader partai untuk mengisi jabatan publik, serta menganalisis implikasi 
pola rekrutmen yang digunakan tersebut terhadap kelembagaan partai politik dan 
perpolitikan nasional.  
Penelitian ini adalah studi kepustakaan (survey of literature) dengan 
pendekatan kualitatif. Sumber data berupa paper, yaitu AD/ART parpol, peraturan-
peraturan terkait, artikel-artikel, dan pendapat tokoh yang tertuang dalam bentuk 
buku, paper, surat kabar, dan website. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
studi literatur dan analisis dokumen. Sedangkan pengujian keabsahannya 
menggunakan teknik triangulasi serta intra dan inter rater validity. Analisis data yang 
gunakan analisis induktif.  
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pola rekrutmen anggota yang dilakukan 
oleh tujuh parpol besar peserta Pemilu 2004 dari aspek sifat menunjukkan 
kecenderungan inklusif, dengan tiga gradasi; sederhana, moderat, dan ekstrim. Dari 
aspek kedekatan ideologis, kecenderungan pola rekrutmen yang dilakukan 
menggambarkan lemahnya kerangka ideologis parpol (weak ideological frame of 
parties), kecuali PKS. 
Halili meneliti bagaimana menggambarkan kerangka ideologi partai besar dan 
pola rekrutmen sehinggga peneliti menari kesimpulan bahwa diantara tujuh partai 
besar yang dilteliti hanya PKS yang menggambarkan kuatnya kerangka ideologi 
parpol. 
Sedangkan dari penelitian saya ini bagaimana menggambarkan pola 
rekrutmen PDI-P dalam pilkada sudah tepat atau tidak untuk mengurai permasalahan 
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isu rekrutmen yang kerap harus menyediakan uang ―perahu‖ atau ―mahar‖ politik 
oleh kandidat agar memperoleh pencalonan dari partai politik hal ini bisa ditarik 
kesimpulan diakhir penelitian. Partai politik sebesar PDI-P dikolaka uatara dalam 
merekrut dan menetapkan calon kepala daerahnya bisa dilihat dari respon masyarakat 
bagaimana kualitas politik ULFAH dalam pesta rakyat 2017 Di Kolaka Utara  
dari aspek kedekatan ideologis, kecenderungan pola rekrutmen yang 
dilakukan menggambarkan lemahnya kerangka ideologis parpol (weak ideological 
frame of parties), kecuali PKS. 
Halili meneliti bagaimana menggambarkan kerangka ideologi partai besar dan 
pola rekrutmen sehinggga peneliti menari kesimpulan bahwa diantara tujuh partai 
besar yang dilteliti hanya PKS yang menggambarkan kuatnya kerangka ideologi 
parpol. 
Sedangkan dari penelitian saya ini bagaimana menggambarkan pola 
rekrutmen PDI-P dalam pilkada sudah tepat atau tidak untuk mengurai permasalahan 
isu rekrutmen yang kerap harus menyediakan uang ―perahu‖ atau ―mahar‖ politik 
oleh kandidat agar memperoleh pencalonan dari partai politik hal ini bisa ditarik 
kesimpulan diakhir penelitian.  
3. Kaswan Try Poetra,  Judul :―Perbandingan Rekruitmen PDI-Perjuangan dan Partai 
Demokrat Terhadap Caleg DPRD Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Polewali 
Mandar‖.Penelitian ini menjelaskanSalah satu fungsi dari partai politik adalah 
sebagai saranarekrutmen politik yang bertujuan untuk menjaring caleg-caleg 
internal yangpotensial dan memiliki kualitas, pada setiap daerah pemilihan 
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untukbersaing dan dipilih oleh rakat pada sistem pemilu. Dalam hal ini partai 
politik bertanggung jawab untukmencari wakil rakyat yang berkualitas dan benar-
benar bekerja demikepentingan masyarakat.  
PDI-Perjuangan dan Partai Demokratmerupakan partai besar yang ada di 
Indonesia dan Kab. Polewali Mandar,memiliki fungsi untuk menjaring caleg yang 
terbaik yang dimiliki keduapartai ini untuk dipilih oleh rakyat sebagai wakil ditingkat 
legislatif. Olehkarena penulis menfokuskan untuk meneliti perbandingan pola 
rekrutmenPDI-Perjuangan dan Partai Demokrat terhadap caleg DPRD pemilu 
tahun2014 di Kab. Polewali Mandar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 
dengan tipe penelitiandeskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk 
menggambarkandan mencari hubungan-hubungan baru yang terdapat pada suatu 
masalahyang luas dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dengan 
caramenggali informasi dari sebuah masalah, dalam hal ini membandingkan pola 
rekrutmen PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat. 
Dari penilitian Kaswan Try Poetraingin mengetahui rekrutmen PDI-P dengan 
demokrat dan meembandingkan apakah pola rekrutmen PDI-P sama dengan demokrat 
caleg DPRD dalam pemilu tahun 2014 di kabupaten polewali mandar. 
Dari penilitian saya yang membedakan penilitian kaswan adalah saya lebih 
meniliti tentang calon kepala daerah PDI-P yang diusung dan melihat bagaimana 
PDI-P meliahat kualitas calon kepala daerahnya apaka mereka melakukan survey 
dimasyarakat atau berdasarkan voting internal partai sehingga Bobby Alimuddin-
Maksum Ramli ini di unsung dalam pilkada 2017 di Kabupaten Kolaka Utara 
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4. Andhika S.G Tobing  Judul : Kaderisasi Dan Penetapan Caleg Partai Politik (Studi 
: DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Dalam Penetapan Caleg Pada Pemilu 
2009 Di Sumatera Utara). penelitian ini menjelaskan Sebagai agen demokrasi, 
partai politik mempunyai tugas yang tidak ringan. Penyaluran aspirasi 
konstituendan merubahnya menjadi kebijakan publik yang bertanggung jawab 
menjadi tugas utama para pemegang kekuasaan. Selain itu ada tugas ada tuga yang 
tak kalah penting yang harus di emban partai politik yaitu melakukan kaderisasi di 
partai politik manapun.dalam melakukan perekrutan calon anggota DPD partai 
demokrat provinsi utara menggunakan sistem rekrutmen terbuka yaitu dengan 
menyediakan dan menberi kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara 
untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian calon anggota legislatif dari partai 
demokrat provinsi sumatera utara. 
Dalam penilitian ini di gunakan penilitian diskriktif, yaitu dengnan metode 
wawancara dan studi pustaka untuk mengeksplorasi tentang sistem kaderisasi partai 
demokrat dan proses penetapan calon anggota legislatif partai demokrat pada tahun 
2009. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah perimbbangan  yang diambil 
partai demokrat dalam memilih dan menentukan calon anggota legislatif untuk 
mengikuti pemilu legislatif 2009 adalah faktor ketokohan yang memilik basis massa 
yang banyak dengan harapan akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk 
meraih dukungan yang banyak dari masyarakat. 
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Dari jurnal andika menggambarkan tentang dalam menetukan kader dan 
penetapan caleg ini partai demokrat melakukan pertimbangan dengan melihat faktor 
ketokohan dan basis massa yang mau direkrut untuk bersaing pada pemilu 2009 di 
sumatera utara. 
Dari riset pribadi saya di Kolaka Utara PDI-P merupakan konstentan yang 
berpeluang menjadi penguasa local karena di nasional sudah menang pada capres 
pada pemilu 2014, penelitian saya ini ingin melihat apakah pengaruh nasional berefek 
kelokal terutama di kola utara rekrutmennya ini sudah tepat atau tidak. 
5. Besty Anindya Nur Azni,Judul : POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA 
LEGISLATIF:“Studi Komparasi Antara Partai Amanat Nasional DenganPartai 
Gerakan Indonesia Raya Tahun 2014 Di Daerah Istimewa Yogyakarta‖. Penelitian 
ini menjelaskan tentang Partai Amanat Nasional (PAN) di Daerah Istimewa 
Yogyakartamemiliki kantor sebagai pusat kegiatan kepartaian yang ditentukan 
berdasarkan tingkatan daerahnya. Untuk tingkat Provinsi Yogyakarta, PAN 
memiliki DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) yang beralamat di Jalan 
Ngeksigondho No.5, Prenggan, Kotagede Yogyakarta. Selain DPW, PAN juga 
memiliki DPD yaitu Dewan Pimpinan Daerah untuk tingkat Kabupaten, DPC 
(Dewan Pimpinan Cabang) untuk tingkat Kecamatan, dan DPRt (Dewan Pimpinan 
Ranting) untuk tingkat Kelurahan. 
Partai Gerindra di Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki kantor 
pusat yang masing-masing ditentukan oleh tingkatan daerahnya, yaitu DPD (Dewan 
Pimpinan Daerah) untuk tingkat Provinsi, dan DPC (Dewan Pimpinan Cabang) untuk 
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tingkat Kabupaten. Selain itu Gerindra memiliki PAC (Pimpinan Anak Cabang) 
untuk tingkat Kecamatan, dan Pimpinan Ranting untuk tingkat Kelurahan. Pembagian 
masing-masing berdasarkan tingkat daerahnya dimaksudkan untuk mempermudah 
berbagai hal terkait tugas kepartaian berdasarkan wilayahnya masing-masing. 
Masing-masing partai politik memiliki culture tertentu yang tidak 
dapatdisamakan satu sama lain yang pada akhirnya menjadi ciri khas tersendiri 
darisebuah partai politik. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai 
Amanat Nasional (PAN) merupakan dua partai yang berbeda latar belakang dan 
keduanya sama-sama terdaftar sebagai partai peserta pemilu tahun 2014ini. PAN 
merupakan partai berbasis Islam yang lebih dahulu berdiri pada tahun 1998 
dibandingkan Gerindra yang baru mendeklarasikan berdirinyapartai pada tahun 2008. 
Dilihat dari sejarah pembentukan partai, keduanyamemiliki dasar perjuangan yang 
berbeda yang melatar belakangi berdirinyamasing-masing partai. 
Sedangkan dari penelitian saya ini bagaimana menggambarkan pola 
rekrutmen PDI-P dalam pilkada sudah tepat atau tidak untuk mengurai permasalahan 
isu rekrutmen yang kerap harus menyediakan uang ―perahu‖ atau ―mahar‖ politik 
oleh kandidat agar memperoleh pencalonan dari partai politik hal ini bisa ditarik 
kesimpulan diakhir penelitian. Partai politik sebesar PDI-P dikolaka uatara dalam 
mengusung dan menetapkan calon kepala daerahnya bisa dilihat dari memnamlisir 
konflik internal partai PDI-P dalam menetapkan kader dan non kader 
B. Tinjauan Teoritik dan Konseptual 
 19 
 
Teori merupakan alat untuk memahami kenyataan atau fenomena, sebagai alat 
untuk memahami kenyataan atau fenomena, suatu teori terkadang tidak mampu 
secara tuntas menganalisis sesuatu. Oleh karenanya melalui suatu penelitian teori 
tersebut dipertajam, diperkuat atau bahkan sebaliknya dibantah dengan kenyataan 
atau fenomena.
12
 Dalam penelitian ini mengunakan Teori Partai Politik dan Oligarki 
untuk sebagai analisis untuk menjawab rumusan masalah yang di ajukan adapun teori 
terkait  
1. Partai Politik 
Partai politik merupakan salah satu sarana penting penyaluran aspirasi 
masyarakat, dan yang pada umumnya ada pada negara-negara berdaulat serta 
merdeka. Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara eropa barat. Dengan 
meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu di perhitungkan serta 
diikut sertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan 
berkembang menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah.  
Partai politik merupakan wadah yang berfungsi untuk memperjuangkan 
aspirasi rakyat, partai juga berfungsi menampung dan menyalurkan apa yang menjadi 
harapan dan kehendak masyarakat.
13
 Menurut kuntowijoyo, hubungan antara partai 
politik dengan umat harus bersifat instrumental dan sementara. Instrumental artinya 
kalau suatu partai tidak mampu lagi menampung aspirasi politik umat, dapat saja 
umat meninggalkan partai itu. Sementra, artinya kesetiaan umat hanya untuk satu 
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 Damsar,.Pengantar Sosiologi Politik ( Jakarta.Kencana.2010) hal 45 
13
Syarifuddin Jurdi, Ilmu Politik Profetik. (Yogyakarta:Gramasurya) h.202 
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pemilu dan kemudian umat mengadakan evaluasi. Dengan cara ini akan menjadikan 




Miriam Budiardjo mendefinisikan Secara umum dapat dikatakan bahwa partai 
politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggotanya-anggotanya mempunyai 
orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita sama. Tujuan kelompok ini ialah memperoleh 




Untuk mencapai kekuasaan nasional dalam negara partai politik harus 
meningkatkan partisipasi dan sosialisa politik didaerah dari daerah inilah kekuatan 
tingkat lokal terbentuk sehingga daerah-daerah yang loyalitas partainya kuat ini yang 
bisa mencapai kekuasaan di tingkat nasional,juga mampu mempertahankan 
kekuasaannya dalam periode jangka panjang asal partai tersebut beradaptasi dengan 
dinamika politik didaerah maupun nasional. 
Hal inilah yang seringkali menjadi kendala di setiap partai karena prilaku-
prilaku politik masyarakat setiap waktu berubah sehinggah partai politik biasa 
membentukkan power lokal ini sering tidak tercapai karena partai politik biasa 
memaksakan perubahan kondisi sosial sesuai keinginan partai politik,akan tetapi 
partai politik sering kali menolak keadaan kondisi sosial yang ada sehingga peleburan 
partai politik dengan kodisi sosial tidak bisa membentukan power lokal. 
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 Syarifuddin Jurdi, Ilmu Politik Profetik. (Yogyakarta:Gramasurya) h.203 
15
Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik.h. 404. 
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a. Pola Rekrutmen 
Pola merupakan corak, model, system, cara kerja, bentuk (struktur yang tetap 
dan rencana). Pola rekrutmen adalah konstansi berbagai praktek rekrutmen oleh partai 
politik.Sungguhpun pada dasarnya setiap partai harus berprinsip untuk terbuka bagi 
kelompok sosial manapun, namun pada level parktis.Kerapkalisulit dihindari bahwa 
tiap kecenderungan tipe partai menstrukturkan perbedaan dalam menatap konsep 
rekrutmen yang dianggap ideal bagi partainya.
16
 
Adapun mekanisme rekrutmen politik partai yang dikemukakan oleh Rush 
dan Althoff adalah: ―proses pengrekrutan politik memiliki dua sifat yaitu: (1) Sifat 
tertutup adalah suatu sistem pengrekrutan administratif yang didasarkan atas 
patronase. (2) Sifat terbuka adalah sistem yang berdasarkan pada ujian-ujian 
terbuka‖.17 
Proses pengrekrutan partai memiliki sifat khusus dalam tafsirannya, misalnya 
untuk pengrekrutan administratif diperlukan suatu dasar patronase (lindungan) dalam 
proses pengrekrutannya, dalam arti faktor kedekatan seseorang dapat dijadikan acuan 
untuk memperoleh pengaruh terutama ketika proses pemilihan pemimpin 
partai.Rekrutmen politik meliputi aspek: subyek politik dalam arti manusia, dan 
obyek politik dalam arti partai politik. Rekrutmen politik partai dapat dilakukan 
dengan cara-cara yang diinginkan partai baik secara terbuka maupun tertutup. 
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I Ketut Putra Erawan, Riswanda Imawan dkk.2010.Draft Modul Organisasi dan Manajemen 
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Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur rekrutmen yang 
berbeda.Anggota kelompok yang direkrut adalah yang memiliki suatu kemampuan 
atau bakat yang sangat di butuhkan untuk suatu jabatan politik.Setiap partai juga 
memiliki pola rekrutmen yang berbeda. Sistem rekrutmen politik menurut Rush dan 
Althoff dibagi menjadi dua cara.Pertama rekrutmen terbuka, yakni dengan 
menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga Negara 
untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian.  
Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses dengan syarat-syarat yang telah 
ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional. Dimana setiap 
orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat 
mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi. Kedua, rekrutmen 
tertutup yaitu adanya kesempatan untuk masuk menduduk jabatan politik tidaklah 




Penelitian tentang rekrutmen politik Partai Demokrat kabupaten Agam, yang 
menjadi pelaksana rekrutmen politik pilkada adalah jelas yaitu Partai PDI-P itu 
sendiri.Penulis dalam penelitian ini mengambil indikator dari Michael Rush dan 
Phillip Althoff, dalam penjelasan tahapan rekrutmen politik pemimpin. Maka penulis 
dalam melakukan penelitian ini merumuskan operasionalisasi konsep rekrutmen 
politik dalam PILKADA oleh DPC PDI-P d adalah sebagai berikut: 
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1) Penyediaan rekrutmen politik terhadap Calon kepala daerah, merupakan 
tahapan awal yang dilakukan Partai PDI-P dalam pengrekrutan Caleg 
melalui: 
a. Mekanisme rekrutmen Caleg yang dilakukan Partai. 
b. Waktu dan tempat pelaksanaan rekrutmen Caleg. 
c. Sarana rekrutmen Caleg. 
Kriteria rekrutmen politik pemimpin, syarat/ kriteria Caleg oleh Partai 
Demokrat dielaborasikan dengan criteria untuk memilih dan menetapkan calon 
legislatif oleh Richard.S Katz dan William Crotty, antara lain yaitu :
19
 
a. Usia, dimana seorang calon haruslah memiliki usia yang cukup yakni 21 
tahun untuk dapat dicalonkan menjadi anggota legislatif. Usia adalah hal 
yang penting karena dapat menentukan tingkat analisa seseorang dalam 
menghadapi masalah. Biasanya faktor usia juga dapat mengukur 
kematangan dan pengalaman seseorang dalam masyarakat. 
b. Popularitas, yakni seorang calon adalah orang yang dikenal masyarakat 
luas dan memiliki reputasi yang baik. 
c. Pendidikan, yaitu seorang calon anggota legislatif harus mempunyai 
tingkat pendidikan yang bagus minimal sarjana agar calon tersebut dapat 
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memahami dan mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi 
dimasyarakat. 
d. Keuangan dan finansial, hal ini adalah suatu syarat yang juga dianggap 
penting, seorang calon anggota legislatif haruslah mempunyai dana yang 
cukup besar yang digunakan ketika mengadakan kampanye. 
e. Akseptabilitas, yakni penerimaan masyarakat terhadap seorang calon 
anggota legislatif. Penerimaan ini akan muncul ketika masyarakat 
merasa calon tersebut adalah orang-orang yang benar-benar dapat 
menyuarakan kepentingannya. 
b. Rekrutmen Politik 
Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi angota-angota klompok untuk 
mewakili kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan adminstrtif maupun 
politik. Dalam pengertian lain, rekrutmen politik merupakan penyeleksian rakyat 
untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalu penampilan dalam media 
komunikasi,menjadi anggota organisasi, meencalonkan diri untuk jabatan tertentu dan 
sebagainya. 
Setiap sistem politik memiliki sistem berbeda atau prosodur rekrutmen yang 
berbeda. Anggota kelompok yang direkrut adalah yang memiliki suatu kemampuan 
atau bakat yang sangat dibutuhkan dalam suatu jabatan politik.setiap partai juga 
memiliki pola rekrutmen yang berbeda. 
Sedangkan menurut teori Almond Dan Powell(1988) prosedur-prosedur 
rekrutmen politik terbagi dalam dua bagian yaitu 
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1. Prosedur tertutup, artinya rekrutmen dilakukan oleh elit partai yang memiliki 
kekuasaan untuk memilih siapa saja calon-calon yang dianggap layak 
diberikan jabatan berdasarkan skill dan kapasitas yang dimilikinya untuk 
memimpin. Sehingga prosedur ini dianggap prosedur tertutup. 
2. Prosedur terbuka artinya setiap masyarakat berhak untuk memilih siapa saja 
yang bakal menjadi calon pemimpin didalam negaranya serta pengumuman 
hasil pemenang dari kompetisi tersebut dilaksanakan secara terbuka, dan 
terang-terangan . 
Dari kedua prosedur yang disampaikan oleh ahli almond dan powel, dapat 
diketahui secara langsung bahwa rekrutmen partai PDI-P menggunakan prosedur 
terbuka karna yang bisa kita amati bahwa dalam proses rekrutmen ini semua orang 
dapat memantau prosesnya dan dapat mengetahui siapa-siapa yang mendaftar 
menjadi calon. 
Dari asusmsi yang ada bahwa rekrutmen politik dalam pemilihan calon 
eksekutif dan legislatif ini di pilih dari beberapa aspek. 
1. anggota partai adalah mereka yang sudah dikader dan diuji oleh prosedur 
yang ada sehingga terpilih menjadi anggota partai 
2. loyal bagaimana kader anggota partai ini tetap berpegang teguh dengan 
prinsip ideologi partai. 
3. subansi merupakan memberikan sesuatu terhadap partai baik dalam segi 
ide,materi,maupun tenaga suapaya partai menjadi lebih baik. 
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Dari tiga aspek diatas dapat dipahamami bahwa calon kepala daerah juga 
merupakan kader yang benar-benar mempunyai skill dan kemampuan dalam 
memimpin yang sudah diseleksi oleh partainya. 
 
 
2. Teori Oligarki  
Secara konseptual, istilah konsep oligarki telah lama dikenal dalam studi 
politik. Istilah ini merentang dari jaman yunani kuno hingga er kontemporer 
sekarang, dalam international encylopedia of social science, oligarki diddefenisikan 
sebgai ―bentuk pemerintahan dimana kekuasaan berada ditangan minoritas kecil‖, 
istilah tersebut diambil dari bahasa yunani, ―oligarchia‖, yng berarti pemerintahan, 
dari pengertian ini jeffrey A. Winters, lebih menjelaskan bahwa oligarki penting 
untuk dua dimensi. Dimensi pertama, oligarki memilki dasar kekuasaan-kekayaan 
material-yang sangat susah untuk dipecah dan diseimbangkan. Kedua, oligarki 
memiliki jangkauan kekuasaan yang lebih luas dan sistematik,meskipun dirinya 
berposisi minoritas dalam suatu komunitas.
20
 
Dengan demikian, suatu kekuasaan yang Oligarkis harus didasarkan pada 
bentuk kekuasaan yang susah dipecahkan dan jangkauannya yang harus sistemik. 
Menurut Winters, teorisasi Oligarki dimulai dari adanya fakta bahwa ketidak setaraan 
material yang ekstrem menghasilkan ketidak setaraan politik yang ekstrem pula. 
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Meskipun dalam demokrasi, kedudukan dan akses terhadap proses politik dimaknai 
setara, akan tetapi kekayaan yang sangat besar di tangan minoritas kecil menciptakan 
kelebihan kekuasaan yang signifikan di ranah politik pada golongan tersebut. Klaim 
ini didasarkan pada distribusi sumber daya material diantara anggota komunitas 
politik, demokrasi atau sistem lainnya, yang memiliki pengaruh besar pada 
kekuasaan. Semakin tidak seimbang distribusi kekayaan material, makin besar 
kekuasaan dan pengaruh orang kaya dalam motif dan tujuan politiknya. Dengan 
demikian, ketidak setaraan yang besar dalam kekayaan menghasilkan ketidak 
setaraan dalam kekuasaan dan pengaruh politik. 
Klaim teoritik tersebut didasarkan pada hubungan yang erat antara uang 
(kekayaan) dan kekuasaan yang menyejarah dalam sistem politik manusia. Studi 
mengenai Oligark dan Oligarki memusatkan perhatian pada kuasa kekayaan dan 
politik yang spesifik di sekitar kuasa tersebut. Penekanannya ada pada dampak politik 
kesenjangan material terhadap ―kesenjangan kondisi‖ yang membuat bentuk-bentuk 
kekuasaan dan ekslusi minoritas oligarkis berbeda dengan yang lainnya. Untuk itu, 
menurut Winters, teori Oligarki harus menjelaskan bagaimana kekayaan yang 
terkonsentrasi menciptakan kapasitas, motivasi, dan masalah politik tertentu bagi 
mereka yang memilikinya. Selain juga harus peka terhadap bagaimana dan mengapa 
politik seputar kekayaan sebagai kekuasaan telah berubah seiring perkembangan 
waktu.  
Berdasarkan fakta demikian, Winters memulai penjelasannya mengenai 
Oligarki dari apa yang dimaksud dengan Oligark. Winters mendefinisikan Oligark 
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sebagai “pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya 
material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan 
pribadi dan posisi sosial ekslusifnya” Berdasarkan definisi itu, terdapat tiga hal yang 
saling bersangkut paut, antara lain, pertama, kekayaan adalah bentuk kekuasaan 
material yang berbeda dengan sumber daya kekuasaan lain yang berpusat pada 
minoritas; kedua, penguasaan dan pengendalian sumber daya itu ditujukan untuk 
kepentingan pribadi; dan ketiga, definisi Oligark tetap konsisten di berbagai zaman 
dan kasus. 
Sebelum menjelaskan Oligarki sebagai sebuah sistem, Winters 
memperkenalkan konsep ―pertahanan kekayaan”. Sepanjang perjalanan sejarah, 
kekayaan material yang terkonsentrasi pada minoritas selalu mengundang ancaman 
dari pihak luar yang ingin menguasai atau mendistribusi ulang kekayaan tersebut. Ini 
dimaknai sebagai pengambilalihan sumber daya material dari Oligark. Oleh karena 
itu, maka dinamika politik para Oligark selalu berhubungan dengan ancaman 
tersebut, dan bagaimana Oligark mempertahankannya. Pertahanan kekayaan ini 
mencangkup dua komponen, yaitu pertahanan harta dan pertahanan pendapatan. 
Winters memberikan definisi Oligarki sebagai sebuah sistem yang merujuk pada 
“politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material 
(Oligark)”. Pada konsep ini, Winters mengetengahkan aspek penting dari Oligarki, 
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yaitu kekayaan menjadi sumber daya material bagi kekuasaan para Oligark dan 
dinamika politik pertahanannya yang dikelola secara politis.
21
 
Aspek pertahanan kekayaan sebagai sumber daya kekuasaan ini kemudian 
menentukan bagaimana Oligarki akan berdiferensiasi dalam berbagai bentuk. Cara 
pertahanan ini mengacu pada beragam konteks politik dan periode sejarah. Oleh 
karena itu, definisi dari Oligarki bisa tetap, akan tetapi bentuknya bisa berbeda-beda. 
Dalam suatu masa, Oligarki bisa terlibat secara langsung dalam politik, tapi dalam 
suatu masa juga tidak. Dalam satu masa, Oligark terlibat secara aktif dalam 
mempertahankan kekayaan dengan senjata, tapi dalam masa yang lain tidak 
bersenjata, dan sebagainya. Perbedaan tersebut sebagai taktik yang berhubungan 
dengan bagaimana pertahanan atas kekayaan dilakukan. Semakin tinggi kebutuhan 
untuk mempertahankan kekayaan, maka terjadi kecenderungan bahwa Oligark akan 
semakin banyak terlibat dalam kekuasaan politik. Hal tersebut terjadi juga bila 
didukung oleh sistem politik yang memungkinkan adanya gangguan atas hak milik 
dan kekayaan. Hal sebaliknya, bila dalam sebuah sistem politik, hak milik dan 
kekayaan dilindungi secara ketat, maka Oligark bisa saja tidak perlu terlibat secara 
aktif dalam perebutan kekuasaan. 
Dalam ilmu sosial, teori Oligarki sering mengalami kerancuan dengan teori 
elit. Kerancuan ini terletak pada posisinya yang sama dalam kekuasaan dan pengaruh 
minoritas. Namun, pada usaha teorisasi Oligarki yang dikonstruksi oleh Winters ini, 
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ia berusaha membedakannya dengan jelas. Oligarki dan elit menurutnya berbeda. 
Keduanya memang menggunakan kekuasaan dan pengaruh minoritas. Namun, 
kemampuan melakukannya didasarkan pada jenis kekuasaan yang berbeda, yang 
kemudian berimplikasi pada hasil politik yang berbeda pula. Bukti adanya perbedaan 
yang mendasar antara elit dan Oligarki ini terletak pada pengaruh minoritas pada elit 
yang selama ini telah ditantang oleh perubahan demokratis, sedangkan Oligarki 
bahkan belum memiliki kemampuan untuk menyesuaikan. Hal demikian 
berhubungan dengan sumber daya kekuasaan yang digunakan untuk menjadi seorang 
elit dan Oligark. 
Sumber daya kekuasaan yang dimaksud mencakup hak politik formal, jabatan 
resmi (baik di dalam maupun di luar pemerintahan), kuasa pemaksaan (coercive 
power), kekuatan mobilisasi dan kekuasaan material (kekayaan). Empat sumber daya 
yang pertama, ketika didistribusikan dengan cara sangat eksklusif atau terkonsentrasi, 
adalah dasar yang umumnya dikenal sebagai politik ―elit.‖ Sumber daya yang 
terakhir, kekuasaan material adalah basis oligarki. Oligark adalah aktor yang 
diberdayakan oleh kekayaan sumber daya paling menonjol di antara bentuk-bentuk 
kekuasaan lainnya. Kekayaan jelas paling serba guna, dalam arti mudah diubah 
menjadi pengejawantahan kekuasaan yang lain. Sehingga dengan itu, elit dan 
Oligarki dapat dipisahkan secara konseptual. 
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Kategori Oligark dan elit bisa saling tumpang tindih dengan kekuasaan 
oligarkis yang berpotensi mengarah pada kekuasaan elit—begitu pula sebaliknya. 
Namun, keduanya tidak mesti bertumpang tindih. Banyak Oligark hanya memiliki 
sumber daya kekuasaan material, dan banyak elit tidak pernah menghimpun kekayaan 
yang mendatangkan kekuasaan. Dalam suatu sistem politik, Oligark selalu menjadi 
seorang elit, tetapi seorang elit belum tentu menjadi seorang Oligark. 
Pareto dan mosca mendefenisikan elit sebagai kelas penguasa yang secara 
efektif memonopoli pos-pos kunci dalam masyarakat. Defenisi ini kemudian di 
dukunng oleh Robert Michel ysng beryakinan bahwa ― Hukum Besi Oligarki ‖ Tak 
terelekkan. Dalam organisasi apapun, selalu ada kelompok kecil yang kuat, yangh 
dominan dan mampu menidiktekan kepentingannya sendiri. Sebaliknya, lasswell 
berpendapat bahwa elit sebenarnya bersifat pruralistik.sosoknya tersebar (tidak 
berupa sosok tunggal). Orangnya sendiri berganti-berganti pada setiap tahapan 
fungsional dalam proses pembuatan keputusan, dan perannyapun bisa naik turun 
tergantung situasinya. Bagi lasswel, situasi yang lebih penting, dalam situasi peran 




Oligarki terjadi juga dalam partai politik karena dalam pencalonan kerap 
kekayaan dan popularitas dipertimbangkan, karena partai butuh anggaran supaya 
tetap bertahan, hal ini biasa membuat partai mebrikan persyaratan sehingga mahar 
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jadi persyaratan hala ini membuat kader terkadang tidak dicalonkan karena DPP pusat 
yang menentukan apakah memang dia layak atau tidak , dalam hal inii masih 
berasumsi apakah faktor kedekatan calon ke pusat sehingga kekuasaan oligarki 
terarah keelit minoritas 
 
 
C. Kerangka Konseptual 
 
 
Partai Politik  Kader 
                  Oligarki Partai 
Pola Rekrutmen Non Kader 
 
 
















A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Pada umumnya, penelitian terbagi atas penelitian kuantitatif dan penelitian 
kualitatif.
23
 Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analisis
24
, dan termasuk 
penelitian lapangan (field reseach) dengan menggunakan jenis kualitatif melalui 
observasi, dokumentasi, wawancara. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk 
memberikan gambaran sistematis, cermat, dan akurat mengenai Pola Rekrutmen 
Calon Bupati Pdi-P Dalam Pilkada 2017 Di Kabupaten Kolaka Utara, yakni berupa 
fakta-fakta, keadaan yang ada hubungannya dengan variabel-variabel yang diteliti. 
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Menurut Lexi J. Moleong, penelitian kualitatif yakni penelitian yang 
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek 
penelitian. misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik 
serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 
khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
25
 
Penelitian kualitatif biasa disebut pula dengan penelitian naturalistik (bersifat 
alamiah).
26
 Penelitian ini pula bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik dan 
akurat mengenai objek atau bidang tertentu.
27
 
2. Lokasi Penelitian 
Menurut S. Nasution bahwa ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam 
penelitian antara lain adalah menetapkan lokasi, tempat, pelaku dan aktifitas 
kegiatan.
28
Maka dari itu untuk memperjelas lokasi yang akan menjadi tempat 
penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Penulis 
melakukan penelitian di daerah tersebut Pola Rekrutmen Calon Bupati Pdi-P Dalam 
Pilkada 2017 Di Kabupaten Kolaka Utaradan menarik untuk di ketahui bersama dan 
mampu memberikan pemahaman secara mendalam akan Pola Rekrutmen Calon 
Bupati Pdi-P Dalam Pilkada 2017 Di Kabupaten Kolaka Utara.  
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A. Sumber Data 
Penelitian yang dilakukan menggunakan dua jenis sumber data yang 
diperlukan yaitu: 
a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari instansi atau lembaga tesrkait 
yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian melalui dokumentasi, 
observasi, wawancara. 
b. Data sekunder berupa dokumenter yang bersumber dari buku-buku, hasil-hasil 
penelitian, jurnal, majalah, media cetak, dan dokumen-dokumen lainnya yang 
berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara penelusuran arsip 
dari berbagai perpustakaan. 
B. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun 
teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Observasi (pengamatan) 
Observasi adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk 
mengetahui kondisi objektif di seputar lokasi penelitian di Kabupaten Kolaka Utara.
29
 
Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonpartisipan, yaitu 
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penelitian tidak terlibat secara langsung di dalam aktivitas subjek observasi. Adapun 
yang menjadi objek observasi adalah Pola Rekrutmen Calon Bupati PDI-P Dalam 





b. Wawancara (interview) 
Wawancara adalah teknik yang penulis gunakan untuk memperoleh informasi 
dari responden.
30
 Teknik wawancara ini digunakan untuk menemukan data tentang 
permasalahan secara terbuka, pihak informan diminta pendapat dan ide-idenya, 
sedangkan peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan 
oleh informan.
31
 Bentuk pertanyaan yang digunakan dalam wawancara ini adalah 
bentuk pertanyaan yang berstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. 
b. Dokumentasi 
Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang 
tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda 
tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, 
                                                             
30
Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 95. 
31
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D (Cet. IV; Bandung: 
Alfabet, 2009), h. 320. 
 37 
 
catatan harian, dan sebagainya.
32
 Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan 
lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung  oleh dokumentasi. 
C. Instrumen Penelitian 
Adapun instrumen utama dalam penelitian kualitatif  adalah peneliti sendiri 
dan dengan bantuan orang lain sebagai alat pengumpul data utama, sebab manusialah 
sebagai alat yang dapat berhubungan dengan informan atau objek lainnya, dan hanya 
manusialah yang mengetahui kaitan-kaitan antara satu data dengan data yang lain di 
lapangan. Peneliti sebagai humant instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, 
memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, dan menilai 
kualitas data, analisis data dan membuat kesimpulan dari hasil temuannya
33
. 
Sebagai upaya untuk memperoleh data mengenai permasalahan yang diteliti, 
peneliti akan menggunakan seperangkat instrumen dalam bentuk pedoman 
wawancara terstruktur, pedoman observasi, dokumentasi berupa kamera dan alat 
recording untuk mengumpulkan informasi pola rekrutmen PDI-Perjuangan dalam 
pilkada 2017 di Kabupaten Kolaka Utara. 
D. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 
 Pada dasarnya analisis data adalah sebuah  proses  mengatur  urutan data dan 
mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar 
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sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh 
data.
34
 Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, 
mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul baik 
dari catatan  lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan. 
 Untuk melaksanakan analisis data kualitatif inimakaperlu ditekankan beberapa 
tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Reduksi Data 
Miles dan Hubermen mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses 
pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 
transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 
Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 
pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
35
 
b. Display Data 
Agar data yang telah direduksi mudah dipahami baik oleh peneliti maupun 
orang lain, maka data tersebut perlu disajikan. Adapun bentuk penyajiannya adalah 
dalam bentuk  naratif deskriptif (pengungkapan secara tertulis).
36
 Tujuannya adalah 
memudahkan dalam mendeskripsikan suatu peristiwa, sehingga memudahkan untuk 
mengambil kesimpulan. 
c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 
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Menurut Miles dan Huberman dalam Harun Rasyid, mengungkapkan bahwa 
verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang 
ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti
37
. Kesimpulan yang 
dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 




Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil  
dengan data pembanding teori tertentu;melakukan proses member check atau  
melakukan proses pengecekan  ulang,  mulai dari pelaksanaan pra survey (orientasi), 
wawancara, observasi dan dokumentasi; dan membuat kesimpulan umum untuk 
dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 
E. Pengujian Keabsahan Data 
 Untuk menguji keabsahan data guna mengukur validitas hasil penelitian ini 
dilakukan dengan trianggulasi. Triangulasi adalah tenik pengumpulan data yang 
bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 
yang ada. Selain itu pengamatan lapangan juga dilakukan, dengan cara memusatkan 
perhatian secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian, 
yaitu, Pola Rekrutmen Calon Bupati PDI-P Dalam PILKADA 2017 Di Kabupaten 
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Kolaka Utara.Selanjutnya mendiskusikan dengan orang-orang yang dianggap paham 
mengenai permasalahan penelitian ini. 
Oleh karena itu, kesadaran rangkaian tahapan-tahapan penelitian ini tetap 
berada dalam kerangka sistematika prosedur penelitian yang saling berkaitan serta 
saling mendukung satu sama lain, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung 
jawabkan. Implikasi utama yang diharapkan dari keseluruhan proses ini adalah 
penarikan kesimpulan tetap signifikan dengan data telah dikumpulkan sehingga hasil 
penelitian dapat dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang representatif. 
Tujuan dari triangulasi ini bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa 
fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah 
ditemukan 
BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. PROFIL UMUM PARTAI PDI-PERJUANGAN 
Berdirinya PDI Perjuangan berawal dari berfusinya 5 partai politik pasca 
pemilu 1971, yang tergabung dalam Kelompok Demokrasi Pembangunan. Kelima 
partai politik itu adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung 
Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Murba, Partai Kristen Indonesia 
(PARKINDO) dan Partai Katolik. Semua partai politik tersebut berfusi menjadi 
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tanggal 10 Januari 1973. Berfusinya kelima 
partai politik tersebut memang tidak lepas dari peranan pemerintah saat itu yang 
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berupaya menjalankan agenda politik memperkecil jumlah partai politik dengan 
alasan untuk lebih mudah mengendalikan stabilitas politik.  
Komposisi partai penyusun yang terdiri dari berbagai latar belakang itu 
membuat PDI harus mengakomodasi berbagai perbedaan bentuk dan warna politik. 
Mungkin hal itulah yang membuat PDI rentan terjadinya konflik internal. Konflik 
dalam tubuh partai politik hasil fusi dengan banyaknya jajaran pimpinan segera 
terlihat sejak tahun-tahun awal. Dimulai dengan konflik dalam struktur 
kepemimpinan PDI, kemudian di beberapa daerah juga mulai timbul mosi tidak 
percaya, serta rentetan konflik dalam struktur Dewan Pimpinan Pusat yang kembali 
terjadi berulang-ulang. 
Ragam konflik yang terjadi dalam lima tahun pertama berdirinya PDI pada 
dasarnya menjadi ciri khas dinamika internal PDI yang berkelanjutan pada waktu-
waktu sesudahnya. Di tengah situasi politik nasional yang saat itu terdiri dari 3 ormas 
sosial politik (orsospol), PDI menjadi satu-satunya partai yang paling sering dilanda 
konflik internal. Pada satu sisi, demokrasi dan kebebasan berpendapat yang 
dikembangkan menjadi daya tarik partai berlambang banteng ini. Namun, di sisi lain 
kebebasan berpendapat membuat friksi antarkader mudah meledak menjadi konflik 
terbuka.  
Dari Kongres IV PDI pada tanggal 21 – 25 Juli 1993 di Medan, terjadi 
kekisruhan yang berakibat tidak diakuinya segala keputusan dalam kongres, termasuk 
terpilihnya Soerjadi sebagai pimpinan DPP PDI. Padahal, saat itu Soerjadi terpilih 
secara aklamasi. Untuk mengisi kekosongan pimpinan PDI, pemerintah menunjuk 
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Latief Pudjosakti sebagai pimpinan sementara yang bertugas mempersiapkan 
Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya. 
Hasil KLB di Surabaya memutuskan Megawati sebagai Ketua Umum PDI. 
Terpilihnya Megawati sebagai Ketua Umum PDI membuat pemerintah menjadi 
khawatir. Berbagai analisis ahli politik Soeharto menyetakan bahwa munculnya sosok 
Megawati akan meradikalisasi suara masyarakat yang sudah jenuh dengan segala 
stabilitas dan kemapanan Orde Baru. Hal ini pada gilirannya sangat potensial 
mengancam stabilitas politik yang sudah dibangun Orde Baru.Pemerintah yang 
melihat gelagat munculnya anggota keluarga Soekarno di tubh PDI menyikapi 
dengan berbagai cara, salah satunya dengan memfasilitasi dan memperbesar konflik 
yang sedang terjadi antara kubu Megawati dengan kubu Soerjadi maupun di dalam 
jajaran PDI lainnya. 
Terjadinya dualisme PDI menimbulkan berbagai friksi di lapisan bawah, 
mulai dari demo-demo hingga berbagai aksi penolakan pada tokoh PDI Soerjadi 
maupun Megawati. Puncaknya pada Kongres di Medan yang digelar kubu Soerjadi 
pada tahun 1996 yang bertujuan menjatuhkan kepemimpinan Megawati, ketika 
beberapa orang pimpinan PDI secara terang-terangan mengabaikan kepemimpinan 
PDI yang saat itu dipegang oleh Megawati Soekarnoputri. Di lain pihak, pendukung 
dan simpatisan Megawati di berbagai kota mulai bergerak sebagai reaksi dari 
perlakuan pendukung Soerjadi. Kemarahan pendukung dan simpatisan Megawati di 
beberapa kota mengundang terjadinya bentrok fisik dengan aparat keamanan, yang 
atas permintaan kubu Soerjadi memutuskan merebut kantor DPP PDI. Pada peristiwa 
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yang dikenal dengan peristiwa 27 Juli tersebut, menjadi pengalaman yang paling 
kelabu dalam sejarah PDI hingga saat ini. 
Kondisi tersebut memaksa pemerintah yang akhirnya mulai mengakui 
keberadaan PDI Megawati secara terbuka pada 16 Juli 1997. Sebagian pendukung 
PDI menyelenggarakan kongres di Bali pada bulan Oktober 1998 dalam rangka 
meneguhkan keberadaan mereka yang ingin berdiri sendiri. PDI hasil kongres di Bali 
yang kemudian diketuai oleh Megawati Soekarnoputri ini akhirnya sepakat. 
Menambahkan kata ―Perjuangan‖ di belakang nama PDI. Pada tanggal 1 
Februari 1999, PDI kubu Megawati resmi menjadi PDI Perjuangan dalam bentuk 
badan hukum. Selain nama, PDI Perjuangan juga mengubah logo kepala banteng 
dalam segilima menjadi banteng gemuk dalam lingkaran. 
Sesuai dengan hasil keputusan kongres ke-5 PDI sebelumnya di Denpasar 
Bali, maka secara mendasar tidak banyak terjadi perubahan platform kecuali lebih 
konsisten pada nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kerakyatan. Pondasi politik partai 
diperkokoh dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga baru yang 
menekankan jati diri partai secara lebih terbuka. Disebutkan pula bahwa tujuan umum 
partai adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
mendorong perdamaian dunia, sama dengan pembukaan UUD 1945. Sementara 
tujuan khususnya adalah memenangkan pemilu agar PDI Perjuangan memiliki sarana 
mencapai tujuan umumnya. 
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Kongres pertama PDI Perjuangan yang diselenggarakan di Semarang tahun 
2000 menetapkan kepengurusan awal PDI Perjuangan/susunan personalia Dewan 
Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan untuk masa bakti 2000-2005 sebagai berikut. 
1. Ketua Umum  : Megawati Soekarno putri  
2. Ketua    : Drs. Lucas Karl Degey  
Drs. Kwik Kian Gie  
I Gusti Ngurah Sara  
Theo Syafei 
Imam Mundjiat, SH  
Roy BB Janis, SH  
Ir. Arifin Panigoro  
Gunawan Wirosarojo 
 
3. Sekretaris Jenderal  :  Ir. Sutjipto  
 
4. Wakil Sekretaris Jenderal :  Mangara M. Siahaan  
Ir. Pramono Anung, MM  
Drs. Jacobus K. Mayong padang  
Ir. Agnita Singedekane Irsal  
5. Bendahara    :  Dra. Noviantika Nasution  
6. Wakil Bendahara   :  Johanes Lukman  
Dra. Sri Oetari Ratna Dewi.
39
 
Adapun ideologi sebagai landasan Sebagai landasan perjuangan partai dalam 
rangka melaksanakan peran dan fungsinya, maka PDI Perjuangan berusaha untuk selalu 
selaras dengan ideologi partai, yaitu: 
1.  Mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana 
dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.  
2. Melestarikan tegaknya kemerdekaan dan kedaulatan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dengan otonomi daerha yang seluas-
luasnya dan sebagai negara hukum yang demokratis.  
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3. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materi dan 
spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.  
4. Mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila dengan 
menggelorakan semangat kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, 
berbangsa, dan bernegara.  
5. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.  
Untuk memperjuangkan nilai-nilai ideologi tersebut, PDI Perjuangan telah 
berketetapan untuk menjadikan dirinya sebagai sebuah partai modern yang tetap 
mempertahankan jati dirinya sebagai partai kerakyatan dengan tetap berpegang teguh 
pada prinsip berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan 
berkepribadian dalam bidang kebudayaan.
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B. Kondisi Umum Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan 
Kolaka Utara  
Pengurus Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan untuk masa bakti 2013-
2018 adalah sebagai berikut: 
1. Ketua DPC   : Ulfa Haeruddin 
2. Sekertaris  : Musakkir Sarira 
3. Anggota  : Saddang Husein 
Agusdin 
  Ahmad Sessu 
Dengan adanya konflik internal anatara kader dengan DPP pusat atas 
penetapan non kader sebagai calon bupati dari partai PDI-Perjuangan antara Ketua 
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DPC Kolaka Utara dengan DPD Kendari tentang pencalonan Bupati di PILKADA 
maka adanya perubahan struktur pengurusan Dewan Pimpinan Cabang PDI-
Perjuangan .   
1. Ketua DPC  : musakkir sarira  
2. Sekertaris  : Agusdin 
3. Anggota  : Awaluddin 
 Maksum Ramli 
  Ahmad Sessu 
  Bobby alimuddin page 
C. Kondisi Suara Partai di Kabupaten Kolaka Utara 
Kabupaten Kolaka Utara secara administratif jumlah Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Utara menurut Partai Politik 
dan perolehan suara  pada tahun 2014. 
Tabel IV.I 
No Partai Politik Perolehan Suara Sah 
Jumlah Suara 
Sah 
  Dapil 1 Dapil II Dapil III  
1. Partai Nasdem 492 144 101 737 
2. PKB 2.151 3.620 1.649 7.420 
3. PKS 1.298 494 585 2.377 
4. PDI-Perjuangan 7.145 7.104 6.546 20.795 
5 Partai GOLKAR 2.014 3.748 3.574 9.336 
 47 
 
Sumber data : KPUD Kolaka Utara 
Dari perolehan suara pada caleg pada tabel diatas menempatkan PDI-
Perjuangan sebagai partai yang menguasai kursi DPRD Kolaka Utara sehingga Ketua 
DPRD yaitu dari partai PDI-Perjuagan yaitu Musakkir sarira.  
D. Pola Rekrutmen Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Partai Politik PDI-
Perjuangan 
Partai politik di indonesia adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk 
oleh sekelompok wsarga negara indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan 
kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan psolitik 
anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memilihara keutuhan negara skesatuan 
republik indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik 
6. Partai Gerindra 3.747 2.147 4.467 10.361 
7 DEMOKRAT 4.341 3.115 3.852 11.308 
8 PAN 2.528 3.743 1.701 7.972 
9 PPP 2.017 451 1.460 3.928 
10 Partai HANURA 715 196 247 1.158 
11 PBB 1.172 870 272 2.314 
12 PKPI 5 6 6 17 
 Jumlah 27.625 25.638 24.460 77.723 
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indonesia tahun 1945. Pengertian ini tercantum dalam undang-undang no.2 tahun 
1999 tentang partai politik.
41
 Undang-undang ini menimbang : 
a. Bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran 
sebagaimana diakui dan dijamin dalam undang-undang dasar 1945 adalah 
bagian dari hak asasi manusia; 
b. Bahwa usaha untuk menumbuhkan dan memperkokoh kemerdekaan berserikat, 
berkumpul, dan mengeluarkan pikiran, merupakan bagian dari upaya untuk 
mewsujudkan ehidupan berkebangsaan yang kuat dalam negara kesatuan 
republic indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan 
berdasarkan atas hukum; 
c. Bahwa partai politik merupakan sarana yang sangat penting arti, fungsi, dan 
perannya sebagai perwujudan kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan 
mengeluarkan pikiran dalam mengembangkan kehidupan demokrasi dan 
menjujung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan republik indonesia ; 
Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara telah mengeluarkan peraturan daerah 
nomor 11 tahun 2008 tentang bantuan keuangan kepada partai politik ; 
Menimbang: 
a.  bahwa untukk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (4) undang-
undang nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik, maka peru 
memberikan bantuan keuangan kepada partai politik; 
                                                             
41
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, 
 49 
 
b. bahwa mengingat pembentukan partai politik merupakan 
perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik merupakan aset 
daerah, yang mendukun terwujudnya kehidupan demokrasi. 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana di maksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan peraturan daerah 




Dari penjelasan undang-undang diatas bahwa setiap warga negara berhak 
membentuk kelompok organisasi yang berguna untuk memajukan negara kedepan 
dan menjaga stabillitas negara dalam bergenerasi kedepan, seperti pernyataan ketua 
komisi pemilihan umum yang mengatakan bahwasanya: 
“Apa yang disyaratkan undang-undang mereka harus punya 
kepengurusan lengkap, selain dipusat juga didaerah. Ditingkat pusat 
penuhi dulu yang lengkap punya kantor, dan jumah pengurus 
perempuannya harus sekurang-kurangnya 30 persen‖43 
 
Menurut penulis sendiri, setiap partai poitik yang berdiri di sistem demokrasi 
harus mencapai electoral yang ada sehingga mampu teribat dalam kran demokrasi, 
hal ini yang membuat partai tetap konsiten dalam mencari kader-kader yang 
mempunyai kualitas dalam mencari simpati rakyat, banyaknya partai yang tidak 
mampu bertahan dalam mencapai electoral ini membuat partai-partai kecil ini 
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Diakses Pada Tgl 30 Mei 2017 
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Asriadi Budiwan, Ketua KPU Kabupaten Kolaka Utara, wawancara, Kantor Kpu Desa 
Totallang Kabupaten Kolaka Utara 
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tumbang. Di Kolaka Utara partasi politik di berikan bantuan dana sesuasi yang 
tertuang perda No.11 Tahun 2008 bab 2 pasal 2 yang menyatakan bahwa 
(1) Untuk membantu kegiatan dan kelencaran administrasi dan/atau 
sekertariat partai politik, pemerintah daerah memberikan bantuan 
keuangan kepada partai politik 
(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 
partai politik yang mendapatkan dilembaga perwakilan rakyat hasil 
pemilihan umum tahun 2004 
(3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaiman dimaksud pada ayat 
2 diberikan setiap tahun anggaran.
44
 
Dari penjelasan perda diatas bahwa partai politik yang menempatkan 
kadernya di kursi dewan perwakilan rakyat akan diberikan bantuan keuangan oleh 
pemerintah kabupaten.  
Seperti halnya yang diutarakan pengamat politik lulusan hukum pada Tgl 13 
Desember 2016  menyatakan bahwasanya: 
“Partai PDI-P merupakan partai yang sekarang mengendalikan politik 
nasisonal dan ingin memperkuat kekuatan-kekuatan politik lokal untuk 
lebih memperkuat massa, PDI-P di Kolaka Utara ini diminati oleh tiga 
calon yang siap bertaru di kursi CABUP, walupun pada akhirnya Bobby 
Alimuddin Page dan Maksum Ramli diussung oleh partai PDI-P”.45 
Dalam konteks partai politik miriam budiarjo mendifinisakan secara umum 
bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggotanya-anggotanya 
mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita sama. Tujuan kelompok ini ialah 
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 Peraturan Daerah Kolaka Utara,di kantor bupati , Pada tgl 11 desember 2016 
45Andi Riswan, S.H, ― Pengamat Poitik‖, wawancara, Rumah Andi Riswan 
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memperoleh kekuasan politik dan merebutkan kedudukan politik – (biasanya) dengan 
cara konstitional untuk melaksanakan programnya.
46
  
PARPOL DPC PDI-Perjuangan sendiri melakukan beberapa pendekatan-
pendekatan terhadap masyarakat dengan menjelsakan visi-misi mereka kedepan 
dengan ideologi wongcilik yang dimana masyarakat mampu mengetahui tujuan dari 
PDI-Perjuangan dalam membagun Kolaka Utara kedepan yang lebih baik, dari hal ini 
PDI-Perjuangan melakukan dua jenis pendekatan 
1. Pendekatan Tradisional adalah pendekatan yang masih bersifat budaya, 
norma-norma moral yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat 
Kolaka Utara. 
Para kader DPC PDI-Perjuangan melakukan pendekatan ini dengan 
berpartisipasi di dalam masyarakat, salah satunya ikut andil gotong royong warga 
tolaki di Desa Mekongga, secara langsung para kader menjelaskan visi misi partai ini 
dalam PILKADA ini dengan harpan masyrakat harus percaya calon yang di usung 
partai PDI-Perjuangan untuk membangun Kolaka Utara kedepan. 
2. Pendekatan perilaku menekankan pentingnya perilaku yang dapat 
diamati atau dilakukan oleh para pemimpin dari sifat pribadi atau sumber 
kewibawaan yang dimilikinya. Oleh sebab itu, pendekatan perilaku itu 
mempergunakan acuan seperti pribadi dan kewibawaan. Sifat-sifat 
pribadi, (a) kemampuan menyesuaikan diri terhadap situasi ; (b) selalu 
                                                             
46Miriam budiardjo, dasar-dasar ilmu politik, (PT Gramedia Pustaka: Jakarta), h. 22 
 52 
 
siap terhadap lingkungan sosial ; (c) berorientasi kepada cita-cita 
keberhasilan; (d) tegas ; (e) kerjasama ; dan (f) percaya diri. 
DPC PDI-Perjuangan Kolaka Utara melakukan pendekatan-pendekatan ini 
dengan hadirnya kader-kader di pesta-pesta masyrakat seperti acara pernikahan dan 
syukuran , hal ini membuat partisipasi masyarakat yang ada di lokasi tersebut 
berkomunikasi dengan kader-kader partai PDI-Perjuangan. 
Di PILKADA 2017, PDI-Perjuangan akan rasional menetapkan target. Tentu, 
untuk memenuhi target itu, seluruh kekuatan infrastruktur partai akan dikerahkan. 
Bagi daerah yang tidak melakukan pesta demokrasi kader-kader bergotong royong 
membantu daerah yang mengadakan pesta demokrasi salah satu lokasi daerah yaitu 
kolaka utara.  
Yang dapat dipahami Partai Politik yaitu sebuah wadah bagi masyarakat 
untuk mewakili dan menyampaikan aspirasi rakyat yang bertujuan untuk mencapai 
kesejahteraan dalam berbangsa dan bernegara. Dinamika perpolitikan disuatu negara 
ditentukan oleh partai politik yang terdapat di negara tersebut, sehingga partai politik 
memiliki peranan yang besar bagi sebuah negara. Karena partai politik berperan 
sebagai sarana/media/alat untuk memperoleh suatu kekuasaan. Dan partai politik 
berperan juga sebagai penghubung antara pemerintah yang berkuasa pada rakyat 
sebagai pemilih pemerintah berkuasa. 
Namun kekuasaan yang didapat tidak serta merta bisa diberikan begitu saja. 
Di Indonesia sendiri, dalam perebutan kekuasaan memiliki prosedur dan strateginya 
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tersendiri. Indonesia menggunakan Pemilu sebagai prosedur dalam perebutan 
kekuasaan. Pemilu adalah sebuah cara yang dinilai cukup efektif dan efisien 
digunakan untuk sebuah negara kesatuan seperti NKRI dalam memilih pemimpin. 
Dengan adanya pemilu diharapkan dapat menciptakan pengkaderan yang pantas dan 
berkompeten pada sebuah partai politik, karena akan dinilai langsung oleh rakyat dan 
dipilih oleh rakyat. Kemudian kader yang terpilih atau memenangkan pemilu akan 
bekerja untuk rakyat. Selain itu dengan adanya kader saingan dari partai lain, akan 




Tugas sebuah partai politik selain sebagai penghubung antara pemerintah 
dengan rakyat, tugas lainnya adalah sebagai pencari kader yang akan dipilih oleh 
masyarakat. Tentu saja setiap partai politik akan melakukan pengkaderan, karena 
dengan diadakannya pengkaderan diharapkan agar kader yang diusung oleh partai 
tersebut akan memenangkan pemilu dan menjadikan partai asal sebagai partai yang 
berkuasa. Maka dari itu, dalam melakukan tugasnya tersebut setiap partai politik akan 
memiliki strateginya masing-masing dalam memilih setiap kandidat untuk menjadi 
kader yang akan diusungnya kedepan. 
Adapun beberapa startegi partai politik yang dapat dilakukan, adalah sebagai 
berikut: 
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1. Mengembangkan pengetahuan politik dengan memanfaatkan teknologi 
komunikasi dan informasi mutakhir 
Yang dimaksudkan adalah dengan menggunakan sistem jaringan sebagai 
media pengembang pengetahuan tentang politik. Dan memanfaatkan perkembangan 
teknologi dan informasi mutakhir untuk memperluas pengetahuan terutama dibidang 
politik. 
2. Menumbuhkan jiwa militansi pada diri kader dan anggota partai. 
Bermaksud untuk menumbuhkan rasa bangga pada diri kader dan anggota 
terhadap partai. Juga memunculkan rasa percaya diri pada kader dan anggota karena 
merupakan bagian dari partai. 
3. Menyelenggarakan pendidikan politik bagi kader, simpatisan, dan 
masyarakat. 
Hal ini dimaksudkan agar kader mengetahui posisinya sebagai calon 
pemimpin bangsa, dan dapat memberi arahan pada masyarakat agar ―melek‖ politik. 
4. Mengadakan diklat kepemimpinan, untuk melatih karakter kepemimpinan 
kader. 
Sebagai calon pemimpin bangsa, kader dituntut untuk memahami seluk beluk 
kepemimpinan. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan terhadap ruang lingkup gaya 
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Selain itu, strategi partai politik dalam menciptakan kader pemimpin bangsa 
dapat dilakukan dengan berbagai hal lainnya yang akan memperkuat kemampuan 
berpolitik kader itu sendiri. Dengan adanya strategi ini, diharapkan indonesia 
memiliki kader yang pantas dan berkompeten untuk memimpin bangsa. Seperti yang 
sudah dijelaskan oleh teori diatas, bahwasanya pemimpin bukannya dapat dilahirkan, 
namun dapat dibentuk dan diciptakan. 
Strategi pengkaderan juga dinilai sangat penting, karena dengan adanya 
pengkaderan akan membuat partai politik tersebut memiliki umur yang panjang di 
dunia perpolitikan negara. Dengan menjadi partai politik yang selalu melakukan 
pengkaderan meski tidak memenangkan pemilu, namun akan membuat partai 
memiliki citra sebagai pemeran aktif dalam partisipasi pemilu setiap periodenya. 
Selain itu, jika kader dari partai politik tersebut dapat menjadi pemenang pemilu, 
maka akan membuat partai asalnya sebagai partai yang berkuasa. Seperti teori yang 
dikemukakan oleh Carl J Freiderik, bahwa batasan partai politik adalah untuk 
merebut atau memepertahakan kekuasaan 
Pentingnya strategi partai politik dalam pengkaderan untuk negara adalah,  
negara jadi memiliki orang-orang yang berkompeten untuk mengelola negara. 
Dengan adanya strategi partai politik, juga dapat membuat masyarakat sadar politik, 
yang diharapkan agar tidak terjadi gejala beli kucing dalam karung. 
Pada dasarnya PDI Perjuangan terdiri dari dua jalur, yang pertama adalah 
keinginan individu untuk bergabung menjadi anggota partai. Keinginan sendiri dari 
individu untuk bergabung ini mempermudah kader yang ditugaskan mencari anggota 
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baru yang ditugaskan untuk mencari anggota baru, karna kerja mesin partai menjadi 
lebih ringan. Kerja mesin yang diperoleh lebih ringan ini akan berbanding terbalik 
dalam proses penyaringan kualitas kader yang dengan sendirinya mendaftar karena 
kemampuan dari anggota baru tersebut belum diketahui sebelumnya. 
Kedua DPC PDI Perjuangan aktif turun kemasyarakat untuk mencari orang 
yang mempunyai potensi yang tinggi dibidang akademis maupun masyarakat yang 
mempunyai pengaruh besar diwilayahnya. Pendapat saya strategi ini membutuhkan 
kerja keras dari kader untuk mau turun kelapangan guna untuk menjalankan program 
partai dalam kaderisasi. Kader yang turun kemasyarakat harus benar-benar bisa 
masuk kedalam struktur masyarakat untuk dapat melihat potensi unggul yang ada 
dalam masyarakat tersebut 
Kader-kader ini yang nanti bertugas untuk menarik minat orang maupun tokoh 
dalam masyarakat yang mempunyai potensi menjadi anggota partai. Seperti yang 
diutarakan oleh kader PDI-P Tgl 4 Desember 2016 bahwasanya ; 
 “ Bahwa cara mendaftar menjadi kader hanya menyiapkan kartu tanda 
penduduk berdomisili di Kolaka Utara tidak terikat di bidang 
pemerintahan seperti pegawai atau staf-staf , foto, dan kartu keluarga “49 
 
Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa kader-kader yang ada di PDI-
Perjuangan diatas mengikutis seleksi-seleksi secara produsural yang di tetapkan 
pusat, sehingga membuat masyarakat semakin termotivasi terlibat dalam partai politik 
untuk memajukan negara ini kedepan.  
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Dalam hal ini dapat dilihat bagaimana PDI-Perjuangan sangat transparansi 
dalam melakukan rekrutmen, PDI-Perjuangan dalam merekrut kader ini bisa 
mempunyai daya tarik sendiri di mata masyarakat kolaka utara karena survei dari 
orang PDI-Perjuangan dilapangan menguatan bahwa orang-orang yang berkeinginan 
menjadi CABUP – WABUP mendaftar di PDI-Perjuangan, seperti diutarakan Ketua 
DPC PDI-P bahwasanya 
“ PDI-Perjuangan membuka diri dalam menerima CABUP-WABUP yang 
ingin di usung melaui pintu PDI-Perjuangan ada tiga pasangan yang 
mendaftar di PDI-Perjuangan, pertama An’nur – Hj.Abbas, kedua Bobby 
Alimuddin Page-Maksum Ramli, ketiga Anton-, ketika PDI-Perjuangan 
pusat mengutus kader-kadernya untuk melakukan survey di masyarakat 
Kolaka Utara atas tiga nama pasangan tersebut. Dari survey tiga nama 
tersebut suara tertinggi di pegang oleh bobby alimuddin-maksum rami 
yang ini membuat pdi-perjuangan mengusung bobby aimuddin page dan 
maksum ramli sebagai calon bupat dan waki bupati ”.50 
Menurut penulis Dari rekrutmen yang dilakukan PDI-Perjuangan merupakan 
langkah yang tepat dalam ikut serta dalam pilkada karena Bobby Alimuddin sendiri 
sekarang menjabat sebagai wakil bupati dengan pengalaman lima tahun mampu 
memahami dinamika poilitik masyarakat Kolaka Utara dan nama keturunan Page ini 
sudah tidak asing lagi di suku bugis sendiri apalagi mayoritas di Kolaka Utara orang 
bugis, sedangkan Maksum Ramli putra daerah Kolaka Utara yang sudah pernah 
menjabat seperti lurah dan camat , dan salah satu pengusaha di Kolaka Utara.  
Selanjutnya Cabup Dan Wabup diberi pendidikan khusus kader secara 
berjenjang. Untuk dapat menjadi peserta pendidikan dan pelatihan kader, anggota 
harus benar-benar memiliki penilaian yang bagus serta penggabdian terhadap partai 
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yang besar. Model Kaderisasi yang diterapkan oleh PDI Perjuangan Kolaka Utara 
dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu model kaderisasi dengan sistem kelas 
(pendidikan dan pelatihan kader) dan juga model kaderisasi dengan sitem gerakan. 
Model kaderisasi kelas merupakan model kaderisasi berjenjang berupa pemberian 
materi kepada para anggota PDI Perjuangan. Jenjang dalam pelatihan dan pendidikan 
kader yang dilakukan PDI Perjuangan dibagi berdasarkan wilayah struktural partai 
yaitu Pratama ditingkat Cabang, Madya untuk tingkat Provinsi, dan Utama ditingkat 
Nasional. Disetiap jenjang mempunyai perbedaan dari materi dan pelatihannya proses 
ini dilakukan selama sebulan. Di setiap jenjang mempunyai perbedaan dari materi 
dan pelatihannya, sistemtika, metode, jadwal, serta materi daa peaksanaan kaderisasi 
di sususn oeh badan pendidikan dan peatihan partai yang di bentuk oleh berdasarkan 
kuputusan kongres DPP. Seperti yang di utarakan calon bupati tg 12 Desember 2016 
bahwasanya; 
“ Saya juga menjalani proses pengkaderan sama pak maksum dalam beberapa 
bulan dan di kelaskan bagaimana memahami sejarah partai, visi misi partai, 
subansi setiap kader kepada partai, dan loyalitas. Hal ini membuat saya lebih 
memahami posisi saya sebagai kader “51 
 
Dari proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai PDI-Perjuangan terhadap 
calon bupati dan wakil bupati dilihat dari segi aspek mobilisasi massa yang besar 
yang membuat terpilihnya Boby Alimuddin Dan Maksum Ramli yang di usung PDI-
Perjuangan dapat dilihat dari hasil survey oleh DPP PDI-Perjuangan. 
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Sumber Data : Kantor DPC PDI-Perjuangan.
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Dengan Dari survey diatas yang dilakukan PDI-Perjuangan yang melibatkan 
24.121 masyarakat membuat nama Bobby Alimuddin Page Dan Maksum Ramli kuat 
sebagai kandidat PDI-Perjuangan, calon yang mendaftar calon bupati di partai PDI-P 
merupakan non-kader yang berasal dari luar partai dan  Pola rekrutmen yang di 
gunakan partai PDI-P dalam PILKADA 2017 Di Kolaka Utara adalah terbuka. 
Dari segi mobilisasi massa Bobby Alimuddin sudah memenangkan PILKADA 
2012 di kolaka utara, pada saat itu dia diusung Partai Golkar Dan Demokrat di 
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No. 
urut 





1. AN-NUR DAN H. ABBAS 34 % 
2 
BOBBY ALIMUDDIN DAN 
MAKSUM RAMLI 
42 % 
3. ANTON DAN HAIDIRMAN  24 % 
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pasangkan Rusdah Mahmud Dan Bobby Alimuddin sebagai wakilnya. Berdasarkan 




No. NAMA PASANGAN CABUP DAN WABUP SUARA SAH 
1 
H. IDRUS DAN DRS. SYAMSUL RIJAL, 
MM 
3252 
2 ANTON, SH DAN H. ABBAS 
25096 




Sumber data : Kantor KPUD Kolaka Utara 
Dari hasil PILKADA 2012 ini membuat sosok figur Bobby Alimuddin Page 
di semakin di kenal yang membuat dirinya semakin dikenal dengan memimpin 
Kolaka Utara sebagai wakil bupati, yang membuat politisi ini di pilih oleh PDI-
Perjuanagan dan dipasangkan oleh Maksum Ramli sekaligus Putra Daerah Kolaka 
Utara Itu sendiri yang mempunyai baground sebagai pengusaha dan sudah pernah 
menduduki jabatan-jabatan seperti camat dan lurah. 




Pasangan Nomor Urut 2 Bobby Alimuddin Page Maksum Ramli 
Tempat taggal lahir      Taretta bone, 05 April 1973    Lasusua, 31 desember 1961 
Pendidikan terakhir 
STIE Wira Bhakti 
Makassa 
S2 UMI 
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1. Anggota DPR 
periode 2004-2009 
di bone  
2. Anggota DPR 
periode 2009-2012 
di bone 
3. Wakil bupati 2012-
2017 
1. Lurah padah tahun 
2001 
2. Camat  wolo 2004 
3. Kadis 
pertambangan 2007 
4. Kadis perhubungan 
2007 
5. Kepala BLH 2011 
 
Dari catatan pengalaman dua aktor yang di usung PDI-Perjuangan sudah tahu 
dinamika politik Kolaka Utara dan figur yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat 
hal ini membuat PDI-Perjuangan memilih Bobby Alimuddin Page dan Maksum 
Ramli sebagai calon dari PDI-Perjuangan. 
Adapun gambaran dari hasil jawaban rumusan malah pertama tentang pola 
rekrutmen dalam PILKADA 2017 Di Kabupaten Kolaka Utara. 
Pola Rekrutmen PDI-P 
1. Terbuka 




 External Partai 
 
2. Tertutup 
Survey Rekrutmen Calon             Internal Partai 
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Pola Rekrutmen ini awalnya tertutup dimana Ulfa Haeruddin diusung menjadi 
Calon Bupati Oleh PDI-Perjuangan kemudian menjadi terbuka stelah adanya 
keputusan pusat yang lebih memilih non-kader berdasarkan hasil survey pusat di 
masyarakat Kolaka Utara . 
  CABUP  Pendekatan Tradisional 
- Acara pernikahan 
- Acara syukuran 
- Silaturahmi dengan toko adat Tolaki 
Pendekatan Prilaku 
- Bersosialisasi pada tokoh masyarakat dan agama 
- Menarik Simpati Warga Dengan Menjelaskan Visi Misi 
Calon Bupati Dan Wakil Bupati 
- Ramah dan menjaga kewibaan terhadap masyarakat. 
  Dari penetapan non kader sebagai calon bupati dan wakil bupati oleh PDI-
Perjuangan yang diteatapkan Oleh DPP yang dimana menghasilkan keputusan yang 
oligarki dimana terjadinya konflik internal partai DPC Kolaka Utara. 
E. Respon Partai Dalam Meminimalisir Konflik Internal Partai DPC PDI-P 
Kolaka Utara Terkait Perekrutan Kader Dan Non Kader  
Secara konseptual, istilah Oligarki telah lama dikenal dalam studi politik. 
Istilah ini merentang dari jaman Yunani Kuno hingga era kontemporer sekarang. 
Dalam International Encyclopedia of Social Sciences, Oligarki didefinisikan sebagai 
“bentuk pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan minoritas kecil”. Istilah 
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tersebut diambil dari bahasa Yunani, ―Oligarchia‖, yang berarti pemerintahan oleh 
yang sedikit, terdiri atas kata oligoi (sedikit), dan arkhein (memerintah). Namun, 
pengertian singkat tersebut sangat problematis dan tidak memadai untuk 
mendefinisikan Oligarki. Hal itu karena masih menimbulkan kekaburan makna 
mengenai Oligarki itu sendiri. Apalagi bila itu disematkan hanya pada konsep 
“minoritas yang menguasai mayoritas‖. Bila konsep Oligarki didasarkan pada hal 
demikian, maka hampir setiap kekuasaan, pengaruh, atau pemerintahan, yang 




Adanya Oligarki yang hadir di partai politik membuat Konflik internal 
seringkali terjadi di setiap partai karena berbagai kepentingan pribadi di dalam partai 
sering membuat para kader yang tidak sejalan dengan pemimpin partai keluar dari 
partai bahkan membangun partai sendiri berdasaran pemikran kader, di  DPC PDI-P 
sendiri sempat mengalami konflik oleh kadernya dengan DPD pusat dikendari 
menurut ketua DPC PDI-P Tgl 6 Januari 2017 bahwasanya; 
“ Siapapun kader yang tidak menerima keputusan PDI-P pusat di copot 
sebagai kader bahkan dikeluarkan dari partai “ seperti kasus yang 
terjadi kepada saudari Ulfa Haeruddin yang di copot lantaran massa 
Ulfa Haeruddin mengamuk dan membakar kantor DPD PDI-
Perjuangan di kendari dengan tuntutan bahwa PDI-Perjuangan harus 
mengusung Ulfa Haeruddin dalam Pilkada cabup”.56 
Menurut penulis sendiri oligarki yang terjadi di Partai PDI-Perjuangan Kolaka 
Utara membuat kader-kader yang mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin ini 
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masih dibatasi kebijakan partai pusat yang kerap kali menguntukan elit dan 
merugikan kader yang sudah memberikan finansial untuk berkampanye di masyarakat 
seperti halnya Ulfa haeruddin yang sudah membuat atribut-atribut untuk 
mensosialisasikan visi – misi kepada masyarakat untuk menanamkan image bahwa 
putri daerah Kolaka Utara mampu membangun daerah ini lebih baik kedepan dengan 









                                            Bagan IV.II 
 
Dari struktural partai di atas bahwa segala keputusan berada di pusat dalam 
hal ini bisa menjadi keputusan yang diambil bersifat oligarki karena hanya memilih 
berdasarkan survey kepada masyarakat yang pradigmanya tentang sosok calon 
pemimpin selalu berubah dengan kondisi fonemena tertentu atau pertiwa yang terjadi 
di Kolaka Utara , kader yang memberikan loyalitas dan subansi  terhadap PDI-









Kolaka Utara. Dalam peraturan partai PDI-Perjuangan Bagian Kedua Hak Dan 
Kewajiban Anggota Pasal 14 Hak Anggota Partai 
1) Setiap anggota Partai berhak: 
a) mendapat perlakuan yang sama di dalam Partai; 
b) menghadiri rapat-rapat Partai; 
c) menyampaikan pendapat dan keinginan kepada Partai, baik tertulis 
maupun lisan; 
d) menggunakan hak suara dalam rapat serta hak memilih dan dipilih untuk 
jabatan, baik di dalam maupun di luar Partai; 
e) memperoleh perlindungan dan pembelaan dari Partai. 
2) Untuk dapat dipilih dan ditetapkan pada jabatan dalam Partai, anggota 




 Dengan adanya yang pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban anggota 
partai ini sebagai acuan untuk menjaga kestabilan partai dalam bersikap adil terhadap 
anggota-angota partai, tapi dalam implementasi dari pasal itu sendiri masih belum 
terealisasi, seperti yang dikatakan Ulfa Haeruddin bahwasanya: 
“saya hanya meminta hak dan sudah menjalangkan kewajiban saya sebagai 
anggota partai politik akan tetapi DPP pusat lebih memilih non kader untuk 
calon bupati dan saya dianggap telah melawan keputusan partai yang 
terjadi di DPD Kendari dengan mengamuknya massa yang mendukung saya, 
dan pada saat itu saya di berhentikan sebagai ketua partai DPC dan di 
pecat dari anggota partai‖ 58 
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Dari analisis saya bahwa pemecatan Ulfa Haeruddin adalah bentuk oligarki, 
oligarki sebagaimana dikatakan oleh Robert Michels. Akibatnya adalah konflik 
internal sebagai akibat dari keputusan-keputsan yang seringkali berlawanan dengan 
aspirasi masyarakat, terutama dengan konstituennya. Kepemimpinan oligarkis ini 
diperparah oleh hak prerogatif dan pola kepemimpinan yang kharismatik Serta 
budaya patron-client yang melekat kepada Megawati, sebagai ketua umum partai. 
Kepemimpinan kharismatik sebetulnya tidak akan menjadi masalah, bahkan 
keberadaannya sangat penting jika partai mampu mentransforrnasikan kepemimpinan 
kharismatik ini menjadi kekuatan partai 
Salah satu hadirnya Oligarki dalam partai politik karena dalam pencalonan 
kerap kekayaan dan popularitas dipertimbangkan, karena partai butuh anggaran 
supaya tetap bertahan, hal ini biasa membuat partai memberikan persyaratan sehingga 
mahar jadi persyaratan hal ini membuat kader terkadang tidak dicalonkan karena DPP 
pusat yang menentukan apakah memang dia layak atau tidak , dalam hal ini di 
tegasakan oleh ketua DPC pada tgl 6 januari 2017  
“bahwa segala sesuatu di putuskan di pusat apakah masalah perwakilan 
calon daerah di tentukan di DPP , DPC hanya memberikan daftar nama 
calon Bupati ke DPD, di teruskan ke DPP dan pusat yang melakukan survey 
ke lapangan dengan masyarakat.”59 
 
Dari analisis saya partai politik PDI-Perjuangan saat ini lebih terbuka dengan 
tren publik terhadap figur tertentu untuk di usung sebagai calon kepala daerah, dalam 
kondisi PDI- Perjuangan sekarang itu partai lebih fleksibel. Dengan penyataan ini 
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membuktikan kalau partai ini terbuka dengan tren publik terhadap figur-figur tertentu, 
di usungnya figur non partai merupakan strategi pragmatis untuk memperluas basis 
pemilih dan peluang menang. Partai PDI-Perjuangan memiliki perhitungan dengan 
survey untuk menggusur figur yang sudah loyal kepada partai, kegagalan partai dapat 
dilihat dengan di usungnya figur non kader , sehingga partai PDI-Perjuangan tidak 
mampu meberikan kandidat yang sesuai di inginkan masyarakat Kolaka Utara. 
Dari pemaparan informan diatas bahwa, PDI-Perjuangan sangat tegas dalam 
memberikan sanksi kepada kader-kader yang tidak sejalan dengan visi misi partai 
lagi, seperti penegasan oleh bapak Musakkir Pada Tgl 6 Januari 2017 bahwasanya; 
“Partai PDI-P sudah memberikan kesempatan kepada Ulfa Haeruddin untuk 
menjadi calon bupati akan tetapi saudari Ulfa Haeruddin belum bisa 
mendapatkan pasangan wakil dalam pencalonan bupati sehingga PDI-
Perjuangan tidak mengusung ulfa haeruddin walaupun dia kader asli PDI-
Perjuangan dan di berhentikan jadi kader karena tidak sepaham lagi 
dengan ideologi partai itu sendiri”.60 
 
Menurut penulis sendiri pencopotan Ulfa Haeruddin ini mebuat salah satu 
tokoh yang mempunyai massa besar menjadi masalah yang membuat pdi-
perjuangan kekurangan tokoh yang mampu berkomunikasi dengan masyarakat 
yang ada di kolaka utara untuk memilih PDI-Perjuangan dalam PILKADA, karena 
salah satu faktor yang membuat massa menjadi banyak adalah tokoh yang mampu 
mempengaruhi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Dalam pemilihan Calon Bupati pada tgl 15 februari 2017   
Tabel IV.V 
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Pasangan Calon Bupati Dan Wakil 
Bupati 
Hasil suara 
1 Nur Rahman – H. Abbas 47.23 % 
2. 
Bobby Alimuddin Page – H. 
Maksum Ramli 
36.72 
3. Anton – Haidirman 16.05 % 
 
Sumber : Real Count KPU Kolaka Utara 
Kekalahan PDI-Perjuangan dalam pemilihan CABUP dan CAWABUP, 
merupakan kegagalan dalam menampilkan figur yang diinginkan publik, adanya 


















1. PDI-Perjuangan sendiri melakukan pola rekrutmen dengan terbuka dimana 
bakal calon ini berasal dari luar partai yang berarti non-kader yang di usung dengan 
melakukan survey di masyarakat kolaka utara dari hasil survey tersebut menempatkan 
nama Bobby Alimuddin  dan Maksum Ramli dengan suara tertinggi dari tiga calon 
yang ada mendaftar di PDI-Perjuangan. 
Calon bupati dan wakil bupati dari partai PDI-Perjuangan ini sudah tidak 
asing lagi di kalangan masyarakat ysng ada dapat dilhat dari pengalaman-pengalaman 
di dunia politik sebagai politisi rekrutmen ini , nonkader yang menjadi kader partai 
politik dalam  PILKADA menjadi figur yang dapat menarik suara masyarakat Kolaka 
Utara . 
2. Sikap PDI-Perjuangan dalam meminimalisir konflik sangat oligarki terhadap 
kader yang tidak menerima keputusan partai dalam PILKADA di Kolaka Utara ini 
dapat dilihat dari pemberhentian saudari Ulfa Haeruddin sebagai anggota DPR kursi 
dan dipecat dari kader oleh DPP PDI-Perjuangan, haeruddin sebagai ketua DPC 
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Kolaka Utara  saat itu juga dipecat karena ikut dalam aksi di kantor DPD PDI-
Perjuangan di Kendari. Dan menunjuk saudara Musakkir Sarira sebagai ketua DPC 
PDI-Perjuangan sekaligus ketua DPRD Kolaka Utara 
Dari konflik internal partai menyebabkan adanya kader-kader yang dipecat 
dan mundur dari partai PDI-Perjuangan karna lebih mendukung kubu Ulfa 
Haeruddin, keputusan DPP ini berdampak pada dukungan toko-toko politik yang 
mempunyai basis massa yang ada, walaupun massa ulfa ini tidak terbilang banyak 
tapi konflik ini membuat partai PDI-Perjuangan kehilangan salah satu kader 
terbaiknya di Kabupaten Kolaka Utara yang mempunyai potensi sebagai kader yang 
mampu membantu Calon Bupati di pesta demokrasi yang ada di Kolaka Utara. 
B. Implikasi Penelitian 
Adapun Implikasi Penelitian adalah 
1. Impilkasi teoritik secara teoritis rekrutmen calon bupati masih terkesan oligarki 
sehingga partai tidak mampu menampilkan figur yang mempunyai potensi tapi 
hanya mempunyai popularitas 
2. Kader sebagai bagian terpenting dari struktur didalam sebuah partai, kader yang 
mempunyai potensi yang mampu menjadi pemimpin dimasa akan datang 
terkadang belum bisa dimaksimalkan oleh partai dalam pencalonan yang kerap 
mempersulit kadernya sendiri dalam PILKADA. Konflik sendiri jadi sebuah 
permasalahn besar didalam sebuah partai karena adanya pebedaan 
pendapat,keputusan, dan pemikiran antara yang dikuasai dan yang menguasai 
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NO Nama  Pekerjaan Jabatan Tempat 
1. 
Bobby Alimuddin Page Non kader/ Calon 
Bupati Lapai 
2. 
Maksum Ramli Non Kader/ Calon 
Wakil Bupati Lasusua 
3. Musakki Sarira 
Ketua DPRD/ Ketua 
DPC PDI-P Kolaka 
Utara 
Lasusua 
4. Ulfa Haeruddin 
Kader Partai/ Mantan 
ketua DPC PDI-P 
Tobaku 
5. Asriadi Budiwan  Ketua KPU Totallang  
6. Andi Riswan  Pengusaha Lasusua 
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